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Kata Pengantar

Buku ini saya tulis dengan tujuan untuk memperkaya wawasan 
pengetahuan terkait anak yang ditinggalkan oleh orang tua karena 

situasi dan kondisi tertentu. Didalam buku ini penulis mencoba 
mengeksplorasi bagaimana dimensi atau kajian psikologis, sosial dan 
hukum terhadap anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Buku ini sangat 
penting bagi para orang tua yang mempunyai anak dalam pengasuhan. 
Anak tentunya memerlukan kasih sayang dan perhatian oleh orang 
tuanya secara langsung, namun dalam kondisi permasalahan keluarga 
misalnya ekonomi yang membuat orang tua harus bekerja jauh, kemudian 
perceraian, meninggal, yang membuat orang tua harus meninggalkan 
anaknya.

Dari kondisi atau permasalahan orang tua yang meninggalkan 
anaknya tersebut, maka anak akan berdampak pada perilaku atau 
perkembangan emosional. Oleh karena itu buku ini akan membahas secara 
detail tidak hanya dampak psikologis, social dan hukum akibat orang tua 
meninggaalkan anaknya. Namun buku ini juga akan menerangkan sebuah 
intervensi atau solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua, keluarga, 
lingkungan sekitar untuk membantu anak yang merasa kesepian akibat 
ditinggal orang tuanya.

Penulis juga berpesan melalui para pembaca buku ini sebagai orang 
tua kiranya asuhlan, rawatlah, bimbinglah anak-anakmu dengan baik agar 
menjadi karakter yang kuat dan menjadi anak yang dapat membahagiakan 
orang tuanya. Walaupun keterpisahan atau ketidakhadiran anda secara 
fisik untuk memberikan pengasuhan, namun masih banyak cara agar 
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anak yang ditinggalkan tidak menimbulkan dampak psikologis dan 
sosial baginya. Pesan selanjunya bagi anak sayangilah orang tua anda, 
mungkin orang tua meninggalkanmu bentuk kasih sayangnya padamu. 
Maka sebagai anak carilah aktivitas-aktivitas bermanfaat agar orang tua 
yang meninggalkanmu ikut bangga terhadapmu. Tujukan bahwa tanpa 
kehadiran orang tua bukan menjadi dampak negative buatmu, malah 
justru sebagai motivasi hidup yang lebih baik.

Demikian buku ini dibuat dengan harapan semoga bermanfaat bagi 
para pembaca khusunya masyarakat umum. Tidak hanya bagi masyarakat 
umum buku ini dibuat, namun para akademisi dan mahasiswa dapat 
dijadikan buku ini sebagai referensi. Tentunya dalam pembuatan buku ini 
masih banyak kekurangan dalam penulisanya. Oleh karena itu saya sebagai 
penulis berharap mendapatkan saran dan masukan yang membangun 
demi kesempurnaan buku ini.

Jayapura, Januari 2026

Amri, S.HI, M.H
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Sambutan Kepala Kemendukbangga/
BKKBN Papua

Pembangunan Kependudukan merupakan Pilar Utama dalam 
mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025 -2045. Salah satu mandat kunci 
dari RPJMN adalah pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia 
(SDM) berkualitas yang didukung oleh kebijakan kependudukan yang 
adaptif dan terintegrasi.

Di era Generasi Zilenial ini isu-isu Keluarga yang berorientasi pada 
penguatan Isu Kependudukan seperti Bonus Demografi, Child-free, 
pengangguran, pesebaran penduduk yang tidak merata, LBGT, Fatherless 
dan banyak lagi menjadi topik yang hangat dan diwaspadai pada kondisi 
saat ini di Indonesia, maka tepatlah diangkat isu tentang sebuah Dimensi 
Psikologis yang situasinal (nyata) dihadapi pada posisi keluarga – keluarga 
saat ini.

Sejatinya seorang Ayah dan seorang Ibu Adalah Guru bagi sang 
anak. Patutlah perannya selain sebagai orang tua dambaan tetapi sebagai 
pendidik, melarang dan membolehkan, apapun yang dikerjakan seorang 
Anak. Tidak heran ada ungkapan Guru di Sekolah ada orang Tua kedua 
setelah orang tua kandung. Artinya orang tua pun adalah Guru bagi 
anaknya. Perlunya kedua orang tua memposisikan diri selain orang tua, 
tetapi menjadi teman bagi anak-anaknya, menjadi tempat curhat, menjadi 
pendamping disaat sang anak merasa bimbang dengan kehidupan dan 
pergaulannya, serta menjadi sosok yang bermakna dimata anak dalam 
kesehariannya. Lebih erat lagi peran seorang Ayah sangat menentukan, 
banyak studi membuktikan bahwa saat seorang Ayah menjadi teman bagi 
sang anak, kesuksesan anak semakin mudah untuk dibentuk sejak kecil, 
maka akan terhindar dari anak hidup tanpa didampingi orang tua Ayah 
(fatherless).
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vi Anak Yang Di Tinggalkan

Kita tahu bahwa salah satu sumber kebahagiaan orang tua adalah 
anak. Anak yang patuh, taat dan berbakti tentu menjadi idaman setiap 
orang tua. Betapapun banyaknya ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang 
anak, namun dia tumbuh dewasa akan belajar dari sosok orang tua melalui 
karakter, etika, dan skillnya. Ada kata bijak yang mengatakan, “seekor 
elang tak belajar terbang dari seekor ayam”. Disinilah orang tua menanam 
benih-benih potensi percaya diri anak ketika dia semakin bertumbuh dan 
dewasa, ketika orang tua tinggalkan tanpa kehadiran saat dibutuhkan atau 
sepanjang kehidupannya maka yang paling terberat adalah Psikologis 
dan Sosial yang akan mempengaruhi anak sepanjang hidupnya. Ketika 
suatu saat akan mau mengenali dirinya sendiri secara mendalam menjadi 
potensi yang tidak bisa terlupakan dan memjadi momok life private yang 
dialami.

Harapan kami melalui Judul penulisan Buku ini dapat memberi 
pembelajaran dan membuka wawasan bagi banyak orang terutama 
Masyarakat tentang pentingnya sebuah keluarga karena tanpa keluarga 
tidak mungkin ada masyarakat dan tanpa Masyarakat tidak mungkin ada 
Pemerintah. Teruslah berkarya untuk mewujudkan Generasi Emas Papua 
dan Indonesia tahun 2045.

Jayapura, 12 Januari 2026

Kepala Kemendukbangga/BKKBN Papua

SARLES BRABAR,SE.,M.Si
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BAB 1
Pendahuluan / Prolog

Fenomena anak yang sering terjadi dalam kehidupan lapisan masyarakat 
saat ini ialah orang tua yang menjauh kepada anaknya. hal tersebut 

menjadi salah satu persoalan sosial yang sering terjadi dimasyarakat. 
Tentunya kajian orang tua menjauh kepada anaknya disini ialah orang tua 
yang meninggalkan anaknya secara fisik karena alasan-alasan tertentu.1 
Kondisi Meninggalkan atau menjauh dari anak secara fisik tentunya 
akibat berbagai faktor diantaranya karena terjadi perceraian antar orang 
tuanya, tugas kerja diluar daerah maupun luar negeri, hukuman pidana 
yang didapatkan salah satu orang tua, serta yang sering terjadi ialah faktor 
ekonomi sehingga memaksa orang tua mencari nafkah jauh dari rumah.2 
Ditengah – tengah perkembangan zaman saat ini jarak fisik antara anak dan 
orang tuanya tentunya mengakibatkan jarak emosional yang kian melebar 
antar keduanya. Tidak hanya jarak emosional yang diakibatkan, namun 
dampak-dampak sosial juga menjadi problem terhadap permasalahan 
tersebut yaitu yang sering terjadi ialah melemahnya control orang tua 
1
	 D Rahmawati, “Pola Asuh Keluarga Migran Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Anak 

Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama 12, no. 1 (2018): 45–56.

2
	 N. P. Sari and R Fitriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang 

Tua,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 3 (n.d.): 2019, https://doi.org/https://doi.

org/10.21143/jhp.vol49.no3.2042.
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2 Anak Yang Di Tinggalkan

kepada anak, berkurangnya kualitas pengasuhan, bahkan kerentanan 
anak pada pergaulan negative.3 Fenomena permasalahan pada seorang 
anak yang ditinggalkan secara fisik oleh orang tua tidak hanya terjadi 
pada masyarakat pada wilayah perkotaan maupun pedesaan, namun 
permasalahan ini sudah sudah sering terjadi pada masyarakat pada lintas 
strata sosial ekonomi dan lintas budaya.4 Sehingga permasalahan anak 
yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua menjadi fenomena yang sangat 
penting untuk dijadikan kajian literature dalam memberikan wawasan 
pengetahuan hingga solusi-solusi agar anak-anak tidak menjadi korban.

Dalam perspektif sosial, anak yang tumbuh tanpa pendampingan 
intens dari orang tua berisiko mengalami kesenjangan perkembangan 
karakter dan kepribadian. Dalam penelitian Baumrind seorang anak yang 
ditinggal orang tua mengalami berbagai dampak sosial yang negative 
yaitu pertama masalah dalam membangun hubungan, contohnya anak 
akan menjadi sulit akan percaya pada orang sekitar karena merasa takut 
ditinggalkan maupun disakiti. Kedua kurangnya percaya diri, misalnya 
anak akan membanding-bandingkan dirinya dengan anak-anak lain yang 
mempunyai orang tua secara fisik bersama. Ketiga perilaku penyimpang, 
anak ingin mendapatkan perhatian dengan cara ikut serta dalam perilaku 
beresiko misalnya penyalahgunaan narkoba atau mudah terpengaruh 
pergaulan negative dari teman sebaya maupun lingkungan sekitar. 
Keempat kesulitan bersosialiasi, misalnya kesulitan dalam memahami etika 
pergaulan dan norma-norma sosial sekitar. Kelima masalah emosional 
yaitu anak akan mengalami kesedihan mendalam, depresi, merasa 
marahfrustasi yang dapat mempengaruhi motivasi diri serta kefokusan 
dalam aktivitas dan tugas sehari-hari.5

3
	 Shenaar-Golan, I. V., Yaros-Segev, and M Yaros, “Father–Child Attachment and Anxiety in 

Adolescence: The Mediating Role of Emotion Regulation,” American Journal of Men’s Health 

16, no. 1 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.1177/15579883211067103.

4
	 Mikolajczak et al., “Exhausted Parents: Socio-Demographic, Child-Related, Parent-Related, 

Parenting and Family-Functioning Correlates of Parental Burnout,” Journal of Child and Family 

Studies 27, no. 2 (2018): 602–14, https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10826-017-0892-4.

5
	 D Baumrind, “Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior,” Genetic 

Psychology Monographs 75, no. 1 (1967): 43–88.



BAB 2
Ruang Lingkup Orang Tua 
di dalam Keluarga

Ketika membicarakan tentang keluarga, akan muncul berbagai diskusi 
ilmiah, mulai dari keluarga berencana, ketahanan keluarga, keluarga 

sejahtera, hingga persoalan mendasar mengenai kehadiran orang tua 
dalam rumah tangga. Seiring berkembangnya isu-isu tersebut, keluarga 
tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai identitas 
manusia yang memiliki implikasi dalam penerapan hukum. Kehadiran 
orang tua menjadi pilar penting dalam menjaga keberlangsungan keluarga, 
sehingga memahami aturan-aturan hukum keluarga menjadi hal yang 
esensial. Tulisan ilmiah ini dihadirkan sebagai pedoman bagi setiap 
individu dalam memahami makna keluarga, termasuk peran orang tua 
yang tak tergantikan di dalamnya. Tentu, pembahasan terkait keluarga ini 
masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan 
demi penyempurnaan serta penguatan kajian dalam tulisan ini. Oleh 
karena itu untuk memahami mengenai ruang lingkup keluarga dan peran 
orang tua didalam keluarga dapat dijelaskan didalam sub-bab-sub-bab 
dibawah ini:

11



12 Anak Yang Di Tinggalkan

A.	 Pengertian Keluarga

Pemaknaan atau pengertian keluarga sejatinya masyarakat dapat 
mengetahui secara penerapannya dilapangan. Tetapi kita juga harus 
tahu apa sebenarnya pemaknaan arti keluarga itu sendiri dalam teori-
teori yang dikemukakan. Oleh karena itu ada beberapa tokoh-tokoh barat 
yang mendefinisikan pengertian keluarga itu sendiri. Adapun pengertian 
keluarga menurut tokoh-tokoh dapat dijelaskan pada keterangan dibawah 
ini:

1.	 Raisner, sebagaimana dikutip oleh Abdul Hamid16, menjelaskan 
bahwa keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua 
orang atau lebih yang memiliki hubungan kekerabatan. Hubungan 
tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya keluarga 
yang melibatkan nenek, ayah, ibu, anak, cucu, maupun anggota lain 
yang masih memiliki ikatan darah maupun perkawinan.

2.	 Menurut Mahmood Zuhdi H.J17, keluarga didefinisikan sebagai 
suatu kesatuan yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang 
berkualitas. Ia menegaskan bahwa keberadaan keluarga sangat identik 
dengan pernyataan “tanpa keluarga, maka tidak akan ada masyarakat.” 
Pandangan ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki posisi 
fundamental sebagai pondasi utama dalam membangun tatanan 
sosial.

3.	 Menurut Duval dan Miller, keluarga dipahami sebagai sekumpulan 
individu yang terbentuk melalui ikatan pernikahan, kelahiran, 
maupun pengangkatan (adopsi). Keluarga dibangun dengan tujuan 
menciptakan keharmonisan antaranggotanya, baik dalam aspek 
spiritual, fisik, maupun mental.18 Dauval And Miller menjelaskan 

16
	 Abdul Wahid and M Halilurrahman, “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat 

Berperadaban,” Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (2019): 107, https://media.neliti.com/media/

publications/291593-keluarga-institusi-awal-dalam-membentuk-fb870963.pdf.

17
	 Mahmood Zuhdi, Undang-Undang Keluarga Islam: Konsep Dan Pelaksanaanya Di Malaysia 

(Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989).

18
	 Evelyn Millis Duval and Brent C Miller, Marriage and Family Development (Sixth Edition) (New 

york: Harper & Row, 1985).



BAB 3
Keluarga Disfungsional

A.	 Pengertian Keluarga Disfungsional

Bentuk usaha dalam menciptakan keluarga yang berkualitas serta 
pertumbuhan penduduk ialah dengan cara mewujudkan kesejahteraan 
keluarga beserta ketahanannya. Sedangkan untuk mewujudkan ketahanan 
dan kesejahteraan keluarga yaitu setiap orang atau warga negara memiliki 
kewajiban untuk membesarkan, mendidik, membimbing, memelihara, 
merawat, mengarahkan kehidupan bagi anak-anaknya dilingkungan 
keluarga masing-masing sampai dewasa hingga mereka menikah.60 
Namun demikian, dalam penelitianya Endang Sri Indrawati perwujudan 
untuk kesejahteraan dan ketahanan keluarga tidak berjalan dengan baik 
apabila kemiskinan dikeluarga mengalami gejolak disetiap kehidupan. 
Kemiskinan menjadi masalah sosial utama dan menjadi momok yang 
menakutkan dalam pikiran disetiap keluarga.61 Sehingga kemiskinan 
menjadi dinamika problem didalam keluarga, salah satunya berdampak 

60
	 D. Dahlan, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

61
	 Endang Sri Indrawati et al., “Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosial Di 

Kota Semarang,” Jurnal Psikologi Undip 13, no. 2 (2015): 120–32, https://doi.org/10.14710/

jpu.13.2.120-132.

29



30 Anak Yang Di Tinggalkan

kepada bagaimana anak akan dibesarkan dan berkembang supaya menjadi 
anak yang berkualitas dan ideal bagi keluarganya. Sehingga permasalahan 
kemiskinan menyebabkan tingkat kebahagiaan, kesejahteraan, dan 
kesehatan didalam keluarga.

Menurut Parillo rendahnya tingkat kebahagian dan kesejahteraan 
keluarga salah satu ciri dari keluarga Disfungsional.62 Selanjunya menurut 
Benton juga menyatakan bahwa kondisi apapun yang mengalami 
ketidakberfungsian keluarga untuk sejahtera dan sehat ialah definisi dari 
keluarga disfungsional.63 Istilah keluarga disfungsional ini adalah keluarga 
dengan masalah psikologis sosial.64 Bahkan istilah keluarga disfungsional 
menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah salah satu dari 
22 masalah terkait kesejahteraan sosial.65 Sebenarnya keluarga yang 
disfungsional tidak hanya menjadi masalah sosial secara umum saja, tetapi 
keluarga disfungsional menjadi masalah keluarga yang sangat berdampak 
dan rumit. Kenapa saya katakan itu, karena keluarga disfungsional ini 
berakibat dianggota keluarga mengalami penderitaan, kesulitan dan 
kesakitan karena karakteristik dan kominunikasi yang buruk. Keluarga 
yang buruk adalah kesaamaan dari keluarga disfungsional, hal tersebut 
mengapa saya definisikan seperti itu karena dengan milihat banyaknya 
anak-anak yang putus sekolah, pergaulan bebas anak, terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga, konflik antar anggota keluarga, stress tinggi menjadi 
salah satu akibat kelurga yang disfungsional.

62
	 V. N. Parillo, Encyclopedia of Social Problems (Thousand Oaks: Sage Publication, 2008).

63
	 S. A Benton, “Dysfunctional Family Roles: Identifying and Addressing Them,” Embark 

Behavioral Health, 2025, https://www.embarkbh.com/treatment/therapies/family-therapy/

dysfunctional-family-roles/?seg_acam=22638772747&utm_campaign=22638772747&utm_

source=x&utm_me d ium=cp c&utm_content=&utm_term=&ad_id=&utm_

source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=G_Independence_PM. 

64
	 Sely Monica, Sri Wahyuni, and Rahma Syafitri, “Disfungsi Keluarga Pada Masyarakat Kelurahan 

Kampung Baru,” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora Vol.2, nomor. 2 

(Tahun 2023): 197–216, https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1678.

65
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BAB 4
Bentuk – Bentuk 
Ketidakhadiran Orang Tua

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha 
Kuasa, bukan sekadar hasil keinginan orang tua. Kehadiran seorang 

anak menjadi kebahagiaan yang tidak ternilai, sebab banyak pasangan yang 
telah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan. Sementara itu, 
ada pula pasangan yang dengan sengaja menunda memiliki anak melalui 
berbagai cara, misalnya dengan mengikuti program keluarga berencana.96 
Pasangan suami-istri yang diberikan amanah berupa kehadiran anak, 
maka ia dinilai orang yang mampu menerima dan menanggung amanah 
tersebut. Peran orang tua sangat menentukan dalam membimbing anak 
agar tumbuh menjadi pribadi muslim yang kuat dan mampu bersaing. 
Khususnya seorang ibu, ia memikul tanggung jawab besar dalam merawat, 
mengasuh, serta mendidik anak di lingkungan keluarga.97 Karena itu, 
pasangan yang diberikan karunia anak patut bersyukur, mengingat 
tidak semua orang langsung mendapatkan kesempatan tersebut. Tetapi 
dalam kenyataanya di masyarakat terkadang anak justru ditinggalkan 
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	 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).
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	 Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat ( Jakarta: 

Remaja Rosdakarya, 2009).
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oleh orang tuanya dengan kondisi-kondisi tertentu, sehingga tidak bisa 
secara langsung ikut andil dalam mengasuh secara langsung dan memilih 
menitipkan anaknya ke Kakek neneknya atau keluarga dekat, bahkan ada 
pula yang menitipkan anaknya ke pantai asuhan demi hak hidup bagi 
sianak. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk keluarga yang dimana orang 
tua harus berpisah atau meninggalkan anaknya hanya karena sesuatu hal.

A.	 Orang Tua Yang Merantau Atau Bekerja

Kepergian orang tua untuk merantau atau bekerja sering kali berdampak 
pada berkurangnya kedekatan dan keharmonisan dalam keluarga. hal 
tersebut disebabkan karena terbatasnya waktu antara orang tua dan anak 
untuk bersama, sehingga anak kurang mendapatkan perhatian kasih sayang 
yang kurang, serta cenderung tidak terurus. Dalam kasus ketidakhadiran 
orang tua karena alasan bekerja atau merantau ini untuk melihat atau 
menjenguk anaknya setahun biasa dua kali dalam setahun, bahkan orang 
tua yang menjadi pekerja diluar negeri bisa sampai bertahun – tahun. 
Sehingga kondisi tersebut membuat pemeliharaan dan pengasuhan anak 
akan dialihkan kepada kakek atau neneknya (Mbah). Anak yang ditinggal 
dengan alasan merantau maupun bekerja ini tentunya mempunyai alasan-
alasan yang bisa dipertanggunjawabkan. Dalam kontek ini misalnya karena 
ekonomi, sehingga orang tua harus rela bekerja jauh untuk menghidupi 
dan melengkapi kebutuhan bagi anaknya. Dengan alasan tersebut dan 
kemudian lapangan pekerjaan yang sulit di daerahnya jalan solusi buat 
mereka harus pergi meninggalkan anaknya untuk mencari uang dan 
nafkah.

Meninggalkan anak untuk Merantau bekerja juga memiliki dampak 
positif apabila hasil kerja orang tua digunakan untuk menunjang 
kebutuhan anak. Dengan meningkatnya kondisi ekonomi keluarga, 
anak dapat memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih baik, terpenuhi 
kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta memiliki kesempatan 
hidup yang lebih layak. Namun, manfaat ini tetap harus diimbangi dengan 
komunikasi intensif dan perhatian emosional, agar anak tidak hanya 



BAB 5
Dimensi Psikologis Anak 
karena Ketidakhadiran Orang Tua

A.	 Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini 
hingga Remaja

Perkembangan Psikologi atau Psikologis Perkembangan manusia adalah 
cabang ilmu yang membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan 
sepanjang hidup. Membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak adalah 
salah satu bentuk dari proses psikologi perkembangan.114 Dengan 
psikologis perkembangan yang dilakukan oleh orang tua sebagai upaya 
membekali dan memperoleh pengetahuan terhadap tumbuh kembang 
anak. misalnya dengan pengetahuan psikologi perkembangan anak akan 
mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang tua. 
Misalnya terkadang orang tua suatu saat akan menanyakan kepada anak 
kenapa kamu melakukan ini, apa yang terjadi, dan kenapa hanya anak yang 
bungsu bukan yang sulung yang melakukan itu.115 Pertanyaan- pertanyaan 
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	 Masganti Sit, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Edisi Pertama (Yogyakarta: Gava Media, 
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itu jika anak tidak mendapatkan kekuatan psikologi dalam dirinya , 
tentu dampaknya ialah anak akan diam dan tidak mampu menjawabnya. 
Sehingga penting sekali orang tua memberikan intervensi pada psikologis 
anak sejak dini, agar perkembangan si anak akan mampu beradaptasi pada 
situasi dan kondisi di lingkungan sekitar.

Untuk memahami perkembangan psikologis anak usia dini 
hingga remaja penulis membaginya pada 3 fase perkembangan. Fase 
Pertama Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini ditandai oleh proses 
pembentukan dasar kepribadian, emosi, dan kemampuan sosial. Pada 
tahap ini, anak mulai mengenal dunia di sekitarnya melalui pengalaman 
langsung, permainan, dan interaksi dengan orang tua maupun teman 
sebayanya. Anak usia dini cenderung meniru perilaku orang dewasa dan 
mulai belajar membedakan antara benar dan salah. Rasa percaya diri dan 
kemandirian juga mulai tumbuh apabila anak diberikan kesempatan untuk 
bereksplorasi dan mengambil keputusan sederhana.116 Pengasuhan yang 
penuh kasih sayang, komunikasi yang positif, serta lingkungan yang aman 
menjadi kunci penting dalam pembentukan kepribadian dan kesehatan 
mental anak di masa depan. Sehingga pada fase ini anak akan mengalami 
sebuah proses pengenalan diri misalnya mengenal siapa dirinya, apa yang 
ia sukai, dan mulai mengenal nama dan jenis kelaminya.

Fase Kedua dalam perkembangan psikologis anak yaitu Memasuki 
usia sekolah (6–12 tahun), perkembangan psikologis anak berfokus 
pada kemampuan berpikir logis, penyesuaian sosial, serta pembentukan 
konsep diri. Anak mulai memahami norma-norma sosial dan berusaha 
mendapatkan penerimaan dari kelompok sebaya. Pada tahap ini, mereka 
belajar tanggung jawab, disiplin, dan nilai kerja keras melalui aktivitas 
sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegagalan dalam menyesuaikan 
diri atau kurangnya dukungan emosional dapat menyebabkan rasa rendah 
diri atau penarikan sosial.117 Oleh karena itu, orang tua dan guru dalam 

Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2024).
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BAB 6
Dimensi Sosial Anak tanpa 
Kehadiran Orang Tua

A.	 Hubungan Sosial Anak Tanpa Kehadiran Orang Tua

Dalam beberapa waktu terakhir, isu fatherless ramai diperbincangkan 
di media sosial. Topik ini mencuat setelah adanya hasil penelitian yang 
menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara 
dengan angka fatherless tertinggi di dunia.143 Lalu, apa sebenarnya 
yang dimaksud dengan fatherless dan bagaimana dampaknya terhadap 
perkembangan anak? Fatherless menggambarkan kondisi ketika peran ayah 
tidak hadir dalam proses pengasuhan, baik secara fisik maupun emosional.144 
Fenomena ini tidak bisa dianggap remeh, sebab perkembangan anak 
baik secara fisik maupun psikologis tetap membutuhkan perhatian serta 
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	 Aura Putri Fajriyanti and Desy Saputri, “Fenomena Fatherless Di Indonesia,” The Indonesian 
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pendampingan dari kedua orang tua. Meski demikian, masih banyak 
keluarga yang mengesampingkan persoalan ini.

Kasus fatherless di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan data 
UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa 
kehadiran figur ayah, atau setara dengan 30,83 juta anak usia dini, di 
mana sekitar 2.999.577 di antaranya kehilangan sosok ayah. Survei BPS 
2021 juga menunjukkan bahwa hanya 37,17% anak usia 0–5 tahun yang 
diasuh secara bersamaan oleh ayah dan ibu kandung. Berbagai faktor 
menjadi penyebab kondisi ini, seperti ayah yang tinggal jauh dari keluarga 
karena pekerjaan, sehingga keterlibatannya dalam pengasuhan menjadi 
terbatas. Selain itu, budaya patriarki yang menempatkan pengasuhan 
sebagai tanggung jawab ibu turut memperbesar angka fatherless. Faktor 
lain termasuk perceraian, kematian, hingga kurangnya pengetahuan ayah 
mengenai pola asuh. BPS mencatat terdapat 408.347 kasus perceraian 
pada tahun 2023, yang tentu menimbulkan dampak langsung terhadap 
perkembangan anak.145

Melihat tingginya angka fatherless tersebut, pemerintah mengesahkan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan 
Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA). UU ini 
tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, 
tetapi juga memberikan dukungan bagi ayah, termasuk hak cuti untuk 
menemani istri merawat bayi yang baru lahir. Peran ayah dinilai sangat 
krusial terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak periode emas 
ketika perkembangan fisik dan kognitif berlangsung sangat pesat.146 
Kehadiran ayah bukan hanya memberikan rasa aman bagi anak, tetapi 
juga berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang mereka. Melalui UU 
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BAB 7
Demensi Hukum Anak 
Tanpa Kehadiran Orang Tua

A.	 Definisi Anak dalam Peraturan Perundang-
Undangan Nasional

Pembahasaan mengenai definisi anak menjadi isu politik hukum terkait 
batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 
perlu perhatian. Persoalan yang menjadi perhatian serius terkait anak ialah 
perbedaan batas usia anak yang beragam diberbagai undang-undang. 
Tentunya persoalan ini akan menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir 
terhadap klasifikasi usia anak. masalah usia anak menjadi landasan utama 
dalam system hukum di Indonesia guna melindungi hak-hak anak itu 
sendiri. Ketentuan batas usia anak berfungsi sebagai penentuan apakah 
seseorang masih tergolong anak, sehingga hak-haknya dan perlindunganya 
masih diperoleh. Misalnya undang-undang menyatakan bahwa usia wajib 
belajar anak 18 tahu, kemudian dalam undang-undang ketenagakerjaan 
mengijinkan anak untuk bekerja diusia 15 tahun, serta dalam undang-
undang perkawinan juga disebutkan pernikahan dibawah umur usia 
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dibawah 19 tahun.166 Ketidakselarasan dalam penentuan batas usia 
anak berpotensi menimbulkan kebingungan bahkan membuka peluang 
terjadinya eksploitasi. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya kejelasan 
dan keseragaman mengenai definisi usia anak dalam seluruh instrumen 
hukum, sehingga pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka dapat 
dijamin secara maksimal.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 
perbedaan penetapan usia kedewasaan, di mana sebagian menetapkan 18 
tahun dan sebagian lain menetapkan 21 tahun. Misalnya, Pasal 330 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Pasal 47 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan 
Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dikategorikan dewasa apabila telah 
mencapai usia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Artinya, kecakapan 
seseorang dalam melakukan perbuatan hukum baru diakui apabila ia telah 
berusia 21 tahun atau telah menikah sebelum usia tersebut.167 Selanjunya 
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, seseorang 
dianggap telah cakap untuk melangsungkan pernikahan apabila telah 
berusia 18 tahun ke atas. Sebaliknya, bagi mereka yang belum mencapai 
usia 18 tahun masih berada di bawah kewenangan atau tanggung jawab 
orang tuanya.168 Begitupun juga dengan aturan administrasi kependidukan 
bahwa seseorang yang dapat membuat Kartu Identitas (KTP) diusia 17 
tahun.169 Sehingga dengan melihat beberapa beberapa aturan mengenai 
umur anak maksimal memunculkan definisi kriteria berbeda-beda yang 
menjadi kebingungan masyarakat mengenai status seseorang dikatakan 
anak.

Indonesia telah memperlihatkan komitmen serius terhadap 
perlindungan hak-hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak 
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BAB 8
Pengaruh Keluarga yang 
Menjauh Terhadap Anak

Keluarga yang menjauh atau tidak hadir secara emosional dan 
fisik dapat memberikan dampak besar pada perkembangan 

psikologis anak. Ketidakhadiran figur keluarga, terutama orang tua, 
sering membuat anak mengalami kekosongan kasih sayang, rasa tidak 
aman, dan kebingungan dalam memahami dirinya serta lingkungan 
sekitarnya. Anak dapat tumbuh dengan perasaan ditinggalkan, kurang 
percaya diri, dan sulit membangun hubungan yang sehat karena tidak 
memiliki contoh kedekatan emosional yang konsisten.205 Kondisi ini 
juga dapat mempengaruhi perkembangan sosialnya, seperti kesulitan 
berinteraksi, menarik diri, atau justru menunjukkan perilaku agresif 
sebagai bentuk pencarian perhatian. Selain itu, keluarga yang menjauh 
dapat menciptakan tekanan emosional yang mendorong anak memahami 
dunia tanpa dukungan yang memadai. Anak mungkin merasa harus 
mandiri sebelum waktunya atau bergantung sepenuhnya pada orang lain 
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di luar keluarga untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Dalam jangka 
panjang, situasi ini dapat mempengaruhi stabilitas mental, kemampuan 
mengelola emosi, serta proses pembentukan identitas diri.206 Dukungan 
dari lingkungan sekitar seperti keluarga besar, guru, atau masyarakat 
menjadi sangat penting untuk membantu anak melewati masa-masa 
sulit dan memastikan mereka tetap berkembang dengan sehat meskipun 
keluarga inti menjauh.

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa menjaga keharmonisan dan 
keberlanjutan hidup sebagai pasangan suami, istri dan anak bukanlah hal 
yang mudah. Dalam banyak kasus, hubungan penuh kasih dan suasana 
harmonis sulit tercapai. Berbagai masalah kerap muncul antara satu anggota 
keluarga dengan yang lainnya. Tidak jarang pula terjadi perselisihan dan 
pertengkaran antara suami dan istri yang pada akhirnya berujung pada 
perceraian.207 Kemudian masalah ekonomi keluarga juga menjadi problem 
keluarga, sehingga jalan solusi orang tua harus meninggalkan anaknya 
untuk bekerja di luar kota atau negeri.208 Perpisahan orang tua dengan 
anak karena sesuatu sebab tidak hanya mengganggu kondisi emosional 
orang tua yang berpisah, tetapi juga memberikan dampak serius bagi 
anak-anak. Bagi anak, konsekuensi perpisahan antar keduanya sering kali 
lebih berat dibandingkan bagi orang tuanya. Banyak anak menunjukkan 
reaksi seperti kemarahan, ketakutan, kecemasan akan perpisahan, 
kesedihan, hingga rasa malu. Perpisahan orang tua dengan anak ini turut 
memengaruhi kesehatan psikologis anak serta kondisi perkembangannya, 
termasuk dalam aspek pendidikan karena anak tidak mendapkan pola 
asuh, perhatian, kasih sayang secara langsung. Oleh karena itu dibawah 
ini penulis akan menyampaikan beberapa pengaruh jika anak ditinggal 
orang tua dalam konteks tidak mendapatkan pengasuhan secara langsung 
(Fisik). Adapun hal-hal pengaruhnya sebagai berikut:
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	 Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga 
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BAB 9
Intervensi dan Strategi Penguatan 
Anak yang Ditinggalkan

A.	 Mencari Dukungan Emosional

Mencari Dukungan emosional adalah bagian dari solusi dan strategi 
seorang anak yang jauh dari orang tua atau tanpa kehadiran orang tua 
disampingnya sehingga ia merasa kesepian. Dukungan emosional dapat 
berasal dari keluarga yang tersisa didalam lingkungan keluarga si anak, 
misalnya kakek, nenek, atau mungkin saudara-saudara sekitar agar anak 
tidak merasa kesepian. Tentunya pada kondisi dimana tanpa keberadaan 
orang tua disisi anak , maka anak akan cenderung mencari hubungan 
emosional dengan keluarga yang masih tersisa dilingkunganya. Hubungan 
emosional itu bertujuan untuk memperoleh dukungan, kehangatan 
serta koneksi emosional dengan orang terdekatnya untuk mengisi ruang 
kesepian sehari-hari akibat kehilangan figur orang tua didekatnya.220 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan emosional sangat penting 
agar anak tidak merasa sendiri atau suka melamun sendirian, yang itu 
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tentunya mengakibatkan halusinasi anak semakin buruk dan akhirnya 
berdampak pada gangguan mentak dan emosi.

Dengan memperkuat kedekatan dengan anggota keluarga yang 
masih ada, anak dapat merasakan perhatian dan dukungan emosional 
yang lebih besar, sehingga perasaan kesepian yang dialaminya dapat 
berkurang. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi anak untuk 
mengungkapkan perasaannya, membangun rasa keterikatan dalam 
keluarga, serta memperoleh dukungan yang diperlukan untuk menghadapi 
dan mengelola tantangan emosional yang muncul.221 Selain itu, hubungan 
yang terbangun dengan anggota keluarga yang masih ada dapat menjadi 
sumber kekuatan serta menumbuhkan rasa percaya diri bagi anak 
terakhir untuk terus menjalani kehidupannya.222 Dukungan emosional 
yang diberikan oleh anggota keluarga lain selain orang tua si anak yang 
masih ada berperan penting dalam menumbuhkan rasa aman dan 
stabilitas bagi anak ketika menghadapi berbagai ketidakpastian setelah 
kehilangan atau ditinggal orang tua.223 Perubahan dalam struktur keluarga, 
baik akibat perceraian, kematian ayah maupun ditinggal merantau 
dapat membawa dampak signifikan terhadap dinamika keluarga serta 
kesejahteraan anak. Ketidakhadiran orang tua berpotensi mengganggu 
proses keterikatan dan menurunkan rasa aman serta kestabilan emosional 
anak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam 
membangun hubungan yang sehat di kemudian hari.224 Oleh karena itu, 
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KONVENSI HAK - HAK ANAK 
Disetujui Oleh Majelis Umum  

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) 
Pada Tanggal 20 November 1989 

 

 
MUKADIMAH 

Negara-negara Pihak pada Konvensi ini, 
Menimbang bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan 

dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas martabat 

yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang 

dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manusia merupakan dasar dari 

kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. 

Mengingat, bahwa Bangsa-Bangsa dalam Perserikatan Bangsa-

Bangsa telah menegaskan lagi dalam Piagam itu keyakinan mereka pada 

hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia, dan bertekad 

meningkatkan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik 

dalam kemerdekaan yang lebih luas, 

Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia, dan dalam Kovenan-kovenan Internasional 

tentang Hak Asasi Manusia telah menyatakan dan menyetujui bahwa 

setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan 

di dalamnya, tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna 

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat 

lainnya, asal-usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran dan status 

lain. 

Mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

Perserikatan Bangsa- Bangsa telah menyatakan bahwa masa kanak-

kanak berhak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus, 

Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok mendasar dari 

masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan 

kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak, harus 
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diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga keluarga 

mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat, 

Menyadari bahwa demi perkembangan kepribadiannya secara 

penuh dan serasi, anak harus dibesarkan dalam suatu lingkungan 

keluarga, dalam suatu suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan 

pengertian, 

Menimbang, bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk 

menghayati kehidupan pribadi dalam masyarakat, dan dibesarkan dalam 

semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa, dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, 

bertenggang rasa, kemerdekaan, persamaan dan kesetiakawanan, 

Mengingat bahwa perlunya untuk memperluas perawatan khusus 

bagi anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak 

Asasi Anak 1924 dan dalam Deklarasi Hak Anak yang ditetapkan Majelis 

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1959 dan diakui 

dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam Kovenan 

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (khususnya Pasal 23 dan 

24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya (khususnya Pasal 10), dan dalam ketentuan dan instrumen 

terkait dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional 

yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak. 

Mengingat bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak 

Anak, “karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak 

memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk 

perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.” 

Mengingat ketentuan-ketentuan dari Deklarasi tentang Prinsip-

prinsip Sosial dan Hukum sehubungan dengan Perlindungan dan 

Kesejahteraan Anak, dengan Rujukan Khusus pada Penempatan dan 

Pengangkatan Anak secara Nasional dan Internasional, dan Peraturan 

Standar Minimum bagi penyelenggaraan Peradilan Anak (Beijing Rules), 

dan Deklarasi tentang Perlindungan bagi Wanita dan Anak dalam 

Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata, 



161Intervensi dan Strategi Penguatan Anak yang Ditinggalkan

136  

Mengakui bahwa di semua negara di dunia terdapat anak-anak 

yang hidup dalam keadaan yang sulit, dan bahwa anak-anak seperti ini 

membutuhkan perhatian khusus, 

Memperhatikan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya setiap 

bangsa demi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi 

Mengakui pentingnya kerja sama internasional untuk 

meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya di 

negara-negara berkembang, 

Telah menyepakati sebagai berikut: 

 
BAGIAN I 

Pasal 1 
Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah 

usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak 

tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. 

 
Pasal 2 

1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang 

ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam 

wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, 

tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 

pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul 

kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status 

lain. 

2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak 

untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk 

diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, 

pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, 

walinya yang sah, atau anggota keluarganya. 
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Pasal 3 
 

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan 

oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, 

lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, 

kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama. 

2. Negara-negara Pihak berupaya untuk menjamin adanya perlindungan 

dan pemeliharaan sedemikian rupa yang diperlukan untuk 

kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang 

tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum 

bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk tujuan ini 

harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang 

diperlukan. 

3. Negara-negara Pihak harus memastikan bahwa lembaga-lembaga, 

instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas 

pemeliharaan dan perlindungan anak menyesuaikan diri dengan 

standar-standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, 

terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah 

maupun kesesuaian petugas, dan pula dalam adanya pengawasan 

yang baik. 

 

Pasal 4 
Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya legislatif, 

administratif dan upaya-upaya lain untuk menerapkan hak-hak yang 

diakui dalam Konvensi ini. Sehubungan dengan hak ekonomi, sosial dan 

budaya, Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya semaksimal 

mungkin berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, dan jika diperlukan, 

dalam kerangka kerja sama internasional. 
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Pasal 5 

Negara-negara Pihak harus menghormati tanggungjawab, hak dan 

kewajiban orang tua, atau, jika berlaku, anggota-anggota keluarga besar 

atau komunitas sebagaimana ditentukan oleh adat setempat, wali hukum 

yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas 

anak tersebut, untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam 

pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini, dengan cara 

yang sesuai dengan perkembangan kemampuan seorang anak. 

 
Pasal 6 

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua anak mempunyai hak 
untuk hidup. 

2. Negara - negara sebagai Pihak harus menjamin semaksimal mungkin 
kelangsungan dan perkembangan anak. 

  
Pasal 7 

1. Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak 

kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk 

memperoleh kewarganegaraan, dan, sebisa mungkin, untuk 

mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya. 

2. Negara-negara Pihak harus menjamin penerapan hak-hak ini, sesuai 

dengan hukum nasional dan kewajiban mereka menurut instrumen 

internasional yang relevan dalam bidang ini, khususnya apabila anak 

menjadi tanpa kewarganegaraan. 
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Pasal 8 

1. Negara Pihak berjanji untuk menghormati hak anak untuk 

mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan 

hubungan kekeluargaannya sebagaimana diakui oleh hukum tanpa 

campur tangan yang tidak sah. 

2. Dalam hal sebagian atau semua unsur identitas seorang anak 

dirampas secara tidak sah, Negara-negara Pihak harus memberikan 

bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan memulihkan 

kembali identitasnya dengan segera. 

 
Pasal 9 

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak akan 

dipisahkan dari orangtuanya jika itu bertentangan dengan keinginan 

si anak, kecuali apabila pejabat yang berwenang yang tunduk pada 

peninjauan oleh pengadilan menetapkan bahwa pemisahan tersebut 

diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang 

berlaku. Penetapan semacam ini mungkin diperlukan dalam kasus 

khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau 

penelantaran seorang anak oleh orang tuanya, atau kasus di mana 

kedua orangtuanya hidup terpisah, dan keputusan harus dibuat 

untuk menetapkan tempat tinggal anak tersebut. 

2. Dalam setiap proses hukum menurut ayat 1 dari Pasal ini, semua 

pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk turut serta 

dalam proses tersebut, dan diberi kesempatan untuk mengemukakan 

pandangan mereka. 

3. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak yang terpisah dari 

salah satu atau kedua orangtuanya, untuk mempertahankan 

hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua 

orangtuanya, kecuali jika hal ini bertentangan dengan kepentingan 

terbaik dari anak yang bersangkutan. 
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4. Dalam hal pemisahan yang merupakan akibat dari tindakan yang 

dilakukan oleh suatu Negara Pihak seperti penahanan, pemenjaraan, 

pengucilan, deportasi atau kematian salah satu atau kedua 

orangtuanya atau kematian anak itu sendiri (termasuk kematian 

karena sebab apa pun ketika orang yang bersangkutan berada di 

dalam tahanan Negara), Negara Pihak tersebut, atas permintaan, akan 

memberikan kepada orang tua, anak, atau jika layak, kepada anggota 

keluarga yang lain, informasi penting mengenai keberadaan anggota 

keluarga yang absen itu, kecuali jika pemberian informasi semacam 

itu akan mengganggu kehidupan anak yang bersangkutan. Negara-

negara Pihak lebih jauh lagi harus menjamin bahwa pemenuhan 

permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan 

kepentingan orang yang bersangkutan. 

 

Pasal 10 
1. Sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan Pasal 9 

ayat 1, permohonan yang diajukan oleh seorang anak atau orang 

tuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara Pihak 

dengan tujuan untuk menyatukan kembali suatu keluarga, ditangani 

oleh Negara-negara Pihak dengan cara yang positif, manusiawi dan 

segera. Negara-negara Pihak lebih jauh akan menjamin bahwa 

pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang 

merugikan bagi pemohon dan anggota keluarga mereka. 

2. Seorang anak yang orangtuanya bertempat tinggal di Negara yang 

berbeda, berhak untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak 

langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur. Untuk tujuan 

itu, dan sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan 

Pasal 9 ayat 1, Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak 

dan orangtuanya untuk meninggalkan suatu Negara, termasuk 

Negara mereka sendiri, dan hak mereka untuk memasuki 

Negaranya. Hak untuk meninggalkan suatu Negara hanya dapat 
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dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum 

dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, 

ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, atau hak dan 

kebebasan orang lain dan yang sesuai dengan hak-hak lainnya yang 

diakui dalam Konvensi ini. 

Pasal 11 
1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk 

memberantas terjadinya penyerahan anak ke luar negeri secara 

gelap dan yang tidak dapat kembali (non-return). 

2. Untuk tujuan ini Negara-negara Pihak harus meningkatkan 

persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, atau 

melakukan aksesi pada persetujuan-persetujuan yang telah ada. 

 

Pasal 12 
1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa anak-anak yang 

mampu membentuk pandangannya sendiri, mempunyai hak untuk 

menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang 

mempengaruhi anak-anak tersebut, dan pendapat anak-anak 

dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka. 

2. Untuk tujuan ini anak tersebut secara khusus diberi kesempatan 

untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif 

yang mempengaruhi dirinya, baik secara langsung maupun melalui 

suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai 

dengan hukum acara nasional. 

 

Pasal 13 
1. Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; 

hak ini akan mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan 

memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, terlepas dari 

batas negara, baik secara lisan, tertulis maupun tercetak, dalam 

bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak yang 

bersangkutan. 
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2. Pelaksanaan hak ini dapat disertai pembatasan-pembatasan 

tertentu, tetapi pembatasan ini hanya dapat yang ditetapkan oleh 

undang-undang, dan diperlukan: 

(a) untuk menghormati hak atau reputasi orang lain; 

(b) untuk menghormati hak atau reputasi orang lain; atau 
 
 

Pasal 14 
1. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak atas 

kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama. 

2. Negara-negara Pihak harus menghormati hak dan kewajiban orang 

tua, dan apabila sesuai, hak dan kewajiban wali yang sah, untuk 

memberikan pengarahan kepada anak dalam menjalankan haknya 

dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan si 

anak. 

3. Kebebasan untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan 

seseorang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang 

ditetapkan oleh undang-undang yang diperlukan untuk melindungi 

keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral umum, atau hak asasi 

dan kebebasan dasar orang lain. 

 
Pasal 15 

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas kemerdekaan 

berserikat dan berkumpul dengan damai. 

2. Pembatasan apa pun tidak dapat dikenakan untuk menjalankan 

hak-hak ini, selain dari yang ditetapkan sesuai dengan hukum dan 

yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan 

keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, 

perlindungan kesehatan atau moral umum, atau perlindungan hak 

dan kebebasan orang lain. 
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Pasal 16 
1. Tidak seorang anak pun dapat dikenai campur tangan sewenang-

wenang atau yang tidak sah atas kehidupan pribadi, keluarga, rumah 

tangga, atau hubungan surat menyuratnya, ataupun diserang seccara 

tidak sah kehormatan dan nama baiknya. 

2. Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan 

atau serangan seperti tersebut di atas. 

 
Pasal 17 

Negara-negara Pihak mengakui fungsi penting yang dilaksanakan oleh 

media massa, dan menjamin bahwa anak dapat memperoleh informasi 

dan bahan dari berbagai sumber nasional dan  internasional,  terutama  

sumber-sumber  yang  dimaksudkan  untuk  meningkatkan 

kesejahteraan sosial, spiritual, dan moralnya, serta untuk kesehatan 

rohani dan jasmaninya. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak harus: 

(a) mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan 

bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak dan 

sesuai dengan semangat Pasal 29; 

(b) mendorong kerja sama internasional dalam pengadaan, pertukaran, 

dan penyebarluasan informasi dan bahan-bahan seperti tersebut di 

atas dari berbagai sumber budaya, nasional dan internasional; 
(c) mendorong pengadaan dan penyebarluasan buku-buku anak; 
(d) mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan 

kebutuhan kebahasaan (linguistik) anak yang termasuk dalam 

kelompok minoritas atau penduduk asli; 

(e) mendorong pengembangan pedoman yang tepat untuk melindungi 

anak dari informasi dan bahan-bahan yang membahayakan 

kesejahteraannya, dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 13 dan 18. 
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Pasal 18 
1. Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang terbaik 

guna memastikan pengakuan atas prinsip bahwa kedua orangtua 

memikul tanggungjawab bersama untuk pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Orangtua atau, dalam hal tertentu, walinya 

yang sah, memikul tanggungjawab utama untuk pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Kepentingan terbaik anak harus menjadi 

pertimbangan utama. 

2. Demi menjamin dan memajukan hak-hak yang dinyatakan dalam 

Konvensi ini, Negara- negara Pihak harus memberi bantuan yang 

layak kepada orangtua dan wali yang sah dalam pelaksanaan 

tanggungjawab mereka untuk membesarkan anak, dan harus 

menjamin pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas dan 

pelayanan untuk memelihara anak. 

3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak 

untuk memastikan bahwa anak-anak yang kedua orangtuanya 

bekerja berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan 

perawatan anak yang berhak diperolehnya. 

 
Pasal 19 

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, 

administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi 

anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, 

penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, 

termasuk penganiayaan seksual sementara mereka ada dalam 

pemeliharaan orangtua, walinya yang sah, atau setiap orang lain 

yang memelihara anak tersebut. 

2. Upaya-upaya perlindungan seperti di atas hendaknya, jika 

dianggap layak, mencakup prosedur yang efektif dalam menetapkan 

program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan anak dan 

mereka yang memelihara anak, dan juga dalam menetapkan 

berbagai bentuk pencegahan, identifikasi, pelaporan, rujukan, 
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penyelidikan, pembinaan, dan tindak lanjut dari kasus 

penganiayaan anak sebagaimana diuraikan di atas, dan, apabila 

diperlukan , keterlibatan institusi peradilan. 

 
Pasal 20 

1. Seorang anak yang untuk sementara atau selama-lamanya 

kehilangan lingkungan keluarganya, atau tidak dapat dibiarkan 

terus berada dalam lingkungan tersebut demi kepentingannya yang 

terbaik, berhak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan 

khusus dari Negara. 

2. Sesuai dengan hukum nasional mereka, Negara-negara Pihak harus 

menjamin adanya pemeliharaan alternatif untuk anak-anak seperti 

tersebut di atas. 

3. Pemeliharaan seperti di atas dapat mencakup antara lain, tempat 

penitipan anak, kafala dalam Hukum Islam, pengangkatan anak, 

atau jika perlu penempatan dalam lembaga- lembaga yang sesuai 

untuk pemeliharaan anak. Dalam mempertimbangkan pemecahan 

masalah, perhatian yang besar harus diberikan pada 

kesinambungan pengasuhan anak, dan pada latar belakang suku 

bangsa, agama, budaya dan bahasa anak yang bersangkutan. 

 
Pasal 21 

Negara-negara Pihak yang mengakui dan/atau memperkenankan 

adanya sistem pengangkatan anak, harus menjamin bahwa 

kepentingan terbaik anak yang bersangkutan merupakan 

pertimbangan paling utama, dan Negara-negara itu harus: 
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(a) Menjamin bahwa pengangkatan anak hanya disahkan oleh pejabat 

yang berwenang yang memberikan keputusan sesuai dengan 

hukum dan prosedur yang berlaku, dan didasarkan pada semua 

informasi yang terkait dan layak dirpercaya bahwa pengangkatan 

anak diperkenankan dengan mengingat status anak sehubungan 

dengan orangtua, keluarga dan walinya yang sah, dan jika 

disyaratkan, dengan orang-orang yang berkepentingan, telah 

memberi persetujuan atas pengangkatan anak tersebut atas dasar 

nasihat yang mungkin diperlukan. 

(b) Mengakui bahwa pengangkatan anak antar-negara dapat 

dipertimbangkan sebagai suatu alternatif pemeliharaan anak, jika 

anak tidak dapat dipelihara oleh keluarga asuh atau keluarga 

angkat, atau anak tersebut tidak dapat dipelihara dengan cara 

yang sesuai di negara asal anak yang bersangkutan; 

(c) Menjamin bahwa anak yang bersangkutan, melalui pengangkatan 

antar-negara memperoleh perlindungan dan standar yang setara 

dengan perlindungan yang berlaku dalam pengangkatan anak 

secara nasional. 

(d) Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa 

dalam pengangkatan anak antar-negara, penempatan anak 

tersebut tidak mengakibatkan perolehan keuntungan keuangan 

yang tidak patut bagi mereka yang terlibat dalam pengangkatan 

anak tersebut; 

(e) Bilamana dipandang layak, meningkatkan sasaran-sasaran yang 

dimaksud dalam Pasal ini dengan mengadakan pengaturan-

pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau 

multilateral, dan dalam kerangka ini berusaha memastikan bahwa 

penempatan anak di negara lain ini dilaksanakan oleh pejabat atau 

badan yang berwenang. 
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Pasal 22 

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak 

untuk menjamin bahwa anak yang tengah mengusahakan status 

pengungsi, atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan 

hukum dan prosedur internasional atau nasional yang berlaku, baik 

didampingi maupun tidak didampingi oleh orang tuanya, atau oleh 

orang lain, akan memperoleh perlindungan atau bantuan 

kemanusiaan yang layak untuk menikmati hak-hak yang berlaku 

yang dinyatakan dalam Konvensi ini, dalam instrumen-instrumen 

hak asasi manusia atau humaniter lainnya di mana Negara tersebut 

menjadi Pihak. 

2. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak, bila mereka menganggapnya 

layak, harus bekerja sama dalam setiap upaya yang dilakukan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga antar pemerintah 

yang berwenang atau organisasi-organisasi non-pemerintah yang 

bekeerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk 

melindungi dan membantu anak seperti itu dan melacak orang 

tuanya atau anggota keluarga lain dari pengungsi anak tersebut, 

untuk memperoleh informasi yang diperlukan bagi menyatukannya 

kembali dengan keluarganya. Apabila orang tua atau anggota 

keluarga lainnya tidak dapat diketemukan, anak yang bersangkutan 

harus diberi perlindungan yang sama seperti halnya anak-anak lain 

yang untuk sementara atau selama-lamanya kehilangan lingkungan 

keluarganya karena alasan apa pun, sebagaimana dinyatakan dalam 

Konvensi ini. 
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Pasal 23 

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa anak yang cacat fisik dan 

mentalnya harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam 

keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan 

kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif anak tersebut 

dalam masyarakat. 

2. Negara-negara Pihak mengakui hak anak cacat atas pemeliharaan 

khusus, dan sesuai dengan sumber yang tersedia, harus 

mendorong dan memastikan pemberian bantuan kepada anak yang 

berhak dan kepada mereka yang bertanggungjawab atas 

pemeliharaannya, yang telah diajukan, dan sesuai dengan kondisi 

anak serta keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara 

anak tersebut. 

3. Mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang 

diberikan sesuai dengan ayat 2 Pasal ini akan diberikan secara 

cuma-cuma bilamana mungkin, dengan memperhatikan sumber-

sumber keuangan orangtua atau orang lain yang memelihara anak 

yang bersangkutan, dan bantuan ini harus dirancang untuk 

menjamin bahwa anak-anak. 

4. cacat mempunyai akses yang efektif ke dan untuk menerima 

pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan 

rehabilitasi, persiapan untuk bekerja, dan kesempatan untuk 

rekreasi, dengan cara yang mendukung anak tersebut untuk 

mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi seutuh 

mungkin, termasuk pengembangan budaya dan spiritualnya. 

5. Dalam semangat kerja sama internasional, Negara-negara Pihak 

harus meningkatkan pertukaran informasi yang layak dalam bidang 

pelayanan kesehatan preventif dan perawatan medis, psikologis dan 

fungsional bagi anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke 

informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan dan 

pelayanan-pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan 
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Negara-negara Pihak untuk meningkatkan kemampuan dan 

ketrampilan mereka, dan untuk memperluas pengalaman mereka 

dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan 

diberikan kepada kebutuhan- kebutuhan Negara berkembang. 

Pasal 24 
1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk menikmati standar 

kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan 

apabila sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara Pihak harus 

berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun 

bisa dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan, 

perawatan kesehatan seperti itu. 

2. Negara-negara Pihak harus mengupayakan pelaksanaan hak-hak 

ini sepenuhnya, dan secara khusus harus mengambil langkah-

langkah yang tepat untuk: 

(a) mengurangi kematian bayi dan anak; 

(b) menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan 

kesehatan yang diperlukan bagi semua anak dengan 

menekankan pengembangan pelayanan kesehatan dasar; 

(c) memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam 

kerangka pelayanan kesehatan dasar melalui, antara lain, 

penerapan teknologi yang tersedia dan melalui pengadaan 

makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, 

dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran 

lingkungan; 

(d) menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah 
melahirkan; 

(e) menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya 

para orangtua dan anak, mendapat informasi, pendidikan, 

dan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar 

mengenai kesehatan anak dan gizi, manfaat pemberian ASI, 

kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan 

kecelakaan; 
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(f) mengembangkan perawatan kesehatan preventif, bimbingan 

untuk orang tua, dan pendidikan dan pelayanan Keluarga 

Berencana. 

3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang efektif 

dan tepat untuk menghapuskan praktek-praktek tradisional yang 

dapat merugikan kesehatan anak. 

4. Negara-negara Pihak berjanji untuk meningkatkan dan mendorong 

kerja sama internasional dengan tujuan untuk secara bertahap 

mewujudkan sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Pasal ini. 

Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan 

negara-negara berkembang. 

Pasal 25 
Negara-negara Pihak mengakui hak anak yang ditempatkan oleh 

pejabat yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan 

atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya, atas peninjauan 

berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak yang 

bersangkutan, dan semua keadaan lain yang berkait dengan 

penempatannya tersebut. 

 
Pasal 26 

1. Negara-negara Pihak harus mengakui hak anak untuk memperoleh 

manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai 

perwujudan hak ini sepenuhnya, sesuai dengan hukum nasional 

mereka. 

2. Manfaat ini harus diberikan, bila dipandang layak, dengan 

memperhitungkan sumber- sumber dan keadaan anak dan orang-

orang yang bertanggung jawab untuk memelihara anak tersebut, 

dan juga memperhitungkan hal-hal lain yang relevan dengan 

permohonan bantuan yang diajukan guna kepentingan, atau atas 

nama, anak yang bersangkutan. 
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Pasal 27 
1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak atas kehidupan 

yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan 

sosialnya. 

2. Orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas anak, 

mempunyai tanggung jawab utama untuk mengupayakan kondisi 

kehidupan yang diperlukan untuk pengembangan anak, sesuai 

dengan kemampuan dan kondisi keuangan mereka. 

3. Sesuai dengan kondisi nasional dan dalam batas kemampuan 

mereka, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah 

yang layak guna membantu orangtua dan orang-orang lain yang 

bertanggungjawab atas anak untuk melaksanakan hak ini, dan bila 

diperlukan, memberi bantuan material dan program bantuan, 

terutama yang menyangkut gizi, pakaian dan perumahan. 

4. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak 

untuk menjamin pemulihan pemeliharaan anak dari orangtua atau 

orang-orang lain yang memikul tanggungjawab keuangan atas 

anak, baik dalam Negara Pihak maupun dari luar negeri. 

Khususnya dalam hal orang yang memikul tanggungjawab 

keuangan atas anak tersebut tinggal di negara yang berbeda dari 

negara anak yang bersangkutan, Negara-negara Pihak harus 

meningkatkan aksesi pada persetujuan-persetujuan internasional 

atau penyelesaian persetujuan-persetujuan tersebut, dan juga 

mengadakan pengaturan-pengaturan lain yang layak. 
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Pasal 28 
1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan 

dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan 

kesempatan yang sama, khususnya mereka akan: 

(a) menetapkan agar pendidikan dasar menjadi wajib dan tersedia 

secara cuma-cuma untuk semua anak; 

(b) mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan 

menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, 

membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak, dan 

mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan 

pendidikan cuma-cuma, dan menawarkan bantuan keuangan 

bila diperlukan; 

(c) membuat pendidikan tinggi dapat diperoleh semua anak 

berdasarkan kemampuan melalui sarana apapun yang layak; 

(d) menjadikan informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan 

tersedia dan dapat diperoleh semua anak; 

(e) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak 

secara teratur di sekolah dan untuk menurunkan tingkat putus 

sekolah. 

2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak 

untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara 

yang sesuai dengan harkat dan martabat anak dan sesuai dengan 

Konvensi ini. 

3. Negara-negara Pihak harus meningkatkan dan mendorong kerja 

sama internasional dalam masalah yang berkaitan dengan 

pendidikan, khususnya dengan tujuan membantu menghapuskan 

kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia, dan mempermudah 

akses ke pengetahuan ilmiah dan teknologi, dan metode pengajaran 

yang modern. Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan pada 

kebutuhan-kebutuhan negara berkembang. 

 



178 Anak Yang Di Tinggalkan

153  

 
Pasal 29 

1. Negara-negara Pihak sependapat bahwa pendidikan anak harus 
diarahkan untuk: 

(a) pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan 

fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya; 

(b) pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan 

dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; 

(c) pengembangan rasa hormat kepada orangtua anak, identitas 

budaya, bahasa dan nilai- nilainya sendiri, kepada nilai-nilai 

nasional negara tempat anak bermukim, anak berasal, dan 

penghormatan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dari 

peradabannya sendiri; 

(d) penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam 

suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling 

pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan 

persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, kelompok 

nasional dan agama, dan orang-orang yang termasuk penduduk 

asli;. 

(e) Pengembangan rasa hormat pada lingkungan alamiah. 

2. Tidak satu pun bagian dari Pasal ini atau Pasal 28 dapat ditafsirkan 

sedemikian rupa sehingga mengganggu kemerdekaan perorangan 

dan lembaga-lembaga untuk mendirikan dan menjalankan lembaga 

pendidikan, dan harus selalu mengacu pada ketaatan terhadap 

prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal ini dan pada 

persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan lembaga-lembaga 

semacam ini sesuai dengan standar minimal yang mungkin 

ditetapkan Negara. 



179Intervensi dan Strategi Penguatan Anak yang Ditinggalkan

154  

 
Pasal 30 

Di Negara-negara yang memiliki kelompok minoritas sukubangsa, 

agama dan bahasa atau komunitas penduduk asli, seorang anak dari 

kalangan minoritas atau penduduk asli seperti itu, tidak boleh 

diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk 

menganut dan menjalankan agamanya sendiri, atau untuk 

menggunakan bahasanya sendiri, dalam masyarakat dengan anggota-

anggota lain dari kelompoknya. 

 
Pasal 31 

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan 

bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi 

yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan, dan untuk 

berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni. 

2. Negara-negara Pihak harus menghormati dan memajukan hak 

anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya 

dan seni, dan harus mendorong pengaturan yang layak dan 

kesempatan yang sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, 

rekreasi dan santai. 

 
Pasal 32 

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari 

eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang 

mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau 

merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, 

spiritual, moral atau sosial anak. 

2. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah legislatif, 

administratif dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan Pasal 

ini. Untuk mencapai tujuan ini, dan dengan memperhatikan 

ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional 

lain yang terkait, Negara-negara Pihak khususnya akan: 



180 Anak Yang Di Tinggalkan

155  

 

 
(a) menetapkan usia atau usia-usia minimum untuk memasuki 

lapangan kerja; 
(b) menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam kerja dan 

kondisi pekerjaan; 

(c) menetapkan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang 

layak untuk menjamin pelaksanaan Pasal ini secara efektif. 

Pasal 33 
 

Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak, 

termasuk langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan 

pendidikan, guna melindungi anak-anak dari penyalahgunaan obat-

obatan narkotika dan zat-zat psikotropika sebagaimana ditetapkan 

dalam perjanjian internasional yang relevan, dan guna mencegah 

penggunaan anak dalam produksi dan pengedaran gelap zat-zat seperti 

itu. 

Pasal 34 
Negara-negara Pihak berjanji untuk melindungi anak dari semua 

bentuk eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual. Untuk tujuan 

ini, Negara-negara Pihak khususnya akan mengambil langkah-langkah 

bilateral dan multilateral yang layak, untuk mencegah: 

(a) pembujukan atau pemaksaan anak agar terlibat dalam kegiatan 

seksual apapun yang tidak sah; 

(b) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau 

praktek-praktek seksual lain yang tidak sah; 

(c) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-

pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis. 

Pasal 35 
Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah-langkah 

nasional, bilateral maupun multilateral yang layak untuk mencegah 

penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apa pun 

atau dalam bentuk apa pun. 
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Pasal 36 

Negara-negara Pihak harus melindungi anak terhadap semua bentuk 

lain eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek kesejahteraan anak. 

Pasal 37 
Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa : 

(a) Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau 

perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi 

atau merendahkan martabat. Hukuman mati, atau seumur hidup 

tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada 

kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 

tahun; 

(b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara 

tidak sah atau sewenang- wenang. Penangkapan, penahanan atau 

pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan 

hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu 

yang sesingkat-singkatnya; 

(c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan 

secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan 

dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia 

seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas 

kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, 

kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang 

bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, dan anak 

berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya 

melalui surat menyurat atau kunjungan- kunjungan, kecuali 

dalam keadaan khusus; 
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(d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk 

secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang 

layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan 

kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang 

berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk 

dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan 

perampasan kemerdekaan tersebut. 

 
Pasal 38 

1. Negara-negara Pihak berjanji untuk menghormati dan menjamin 

penghargaan terhadap ketentuan hukum humaniter internasional 

yang berlaku bagi mereka dalam situasi konflik bersenjata, yang 

berkaitan dengan anak-anak. 

2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang 

mungkin dilakukan guna menjamin bahwa orang-orang yang belum 

mencapai usia 15 tahun tidak secara langsung terlibat dalam 

pertikaian. 

3. Negara-negara Pihak harus membatasi diri untuk tidak merekrut 

orang yang belum mencapai usia 15 tahun dalam angkatan 

bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang sudah 

berusia 15 tahun akan tetapi belum mencapai usia 18 tahun, 

Negara-negara Pihak harus berusaha untuk memberi prioritas 

kepada orang-orang yang tertua. 

4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum 

humaniter internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam 

konflik bersenjata, Negara-negara Pihak harus mengambil semua 

langkah yang mungkin dilakukan untuk menjamin perlindungan 

dan pemeliharaan anak-anak yang terkena dampak suatu konflik 

bersenjata. 
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Pasal 39 

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah-langkah yang 

layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan 

penyatuan kembali dalam masyarakat, seorang anak yang menjadi 

korban dari: setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau 

penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman 

yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau 

konflik bersenjata. Pemulihan dan reintegrasi seperti disebut di atas 

harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, 

harga diri dan martabat anak yang bersangkutan. 

Pasal 40 

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang disangka, 

dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk 

diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan 

perasaan anak akan martabat dan harga dirinya, yang memperkuat 

penghargaan anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

orang lain, dan yang mempertimbangkan usia anak dan keinginan 

untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang 

berperan konstruktif dalam masyarakat. 

2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan dari 

instrumen-instrumen internasional yang relevan, Negara-negara 

Pihak khususnya menjamin bahwa: 

(a) tak seorang anak pun dapat disangka, dituduh atau dinyatakan 

melanggar hukum pidana karena melakukan atau tidak 

melakukan tindakan yang tidak dilarang oleh hukum nasional 

atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan; 

(b) setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum 

pidana mempunyai setidak-tidaknya jaminan-jaminan sebagai 

berikut: 

(i) untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan 
kesalahannya menurut hukum; 
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(ii) untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai 

tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika dipandang layak, 

melalui orang tua atau wali anak yang sah, dan untuk 

memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam 

mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya. 

(iii) untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa 

ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang 

berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu 

pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan 

kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak, 

kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan 

terbaik si anak, khususnya dengan memperhatikan usia 

atau situasi anak, orangtua dan wali hukumnya yang sah; 

(iv) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui 

kesalahan; untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa 

saksi-saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh 

peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan 

anak dalam kondisi kesetaraan; 

(v) jika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak 

agar keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan 

sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih 

tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau 

oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku; 

(vi) untuk memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang 

penerjemah apabila anak tidak dapat memahami atau tidak 

dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan; 

(vii) untuk dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam 

semua tahap proses pengadilan. 
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3. Negara-negara Pihak harus berupaya meningkatkan pembentukan 

hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara 

khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, 

atau dinyatakan melanggar hukum pidana, dan khususnya: 

(a) Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di 

bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk 

melanggar hukum pidana; 

(b) Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah-langkah 

untuk menangani anak- anak seperti itu tanpa harus 

menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi 

manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya 

dihormati; 

4. Berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan, perintah 

pemberian bimbingan dan pengawasan; pemberian nasihat, masa 

percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan 

pelatihan kejuruan, dan alternatif-alternatif lain di luar 

memasukkan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan 

guna menjamin anak-anak ditangani dengan cara yang layak bagi 

kesejahteraan mereka, dan sebanding baik dengan keadaan 

mereka, maupun dengan pelanggaran yang dilakukan 

 

 Pasal 41 
Tak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi 

ketentuan-ketentuan yang lebih mendorong terwujudnya hak-hak 

anak dan yang mungkin termuat dalam : 

(a) hukum dari Negara-negara Pihak; atau 

(b) hukum internasional yang berlaku di negara itu. 
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BAGIAN II 
Pasal 42 

Negara-negara Pihak berupaya agar prinsip dan ketentuan Konvensi 

ini diketahui secara luas oleh orang dewasa dan anak-anak melalui 

cara-cara yang tepat dan aktif. 

Pasal 43 
1. Dengan maksud memeriksa kemajuan yang telah dibuat oleh 

Negara-negara Pihak dalam mencapai pelaksanaan kewajiban-

kewajiban yang diupayakan dalam Konvensi ini, harus dibuat 

suatu Komite Hak Anak yang akan melaksanakan fungsi-fungsi 

yang ditetapkan disini. 

2. Komite ini terdiri dari 10 orang ahli dengan moral yang tinggi dan 

kemampuan yang diakui dalam bidang yang tercakup dalam 

Konvensi ini. Anggota Komite akan dipilih oleh Negara- negara 

Pihak dari warga negara mereka, dan akan bertugas dalam 

kapasitas pribadi mereka, dengan mempertimbangkan distribusi 

geografis yang adil, dan juga sistem-sistem hukum yang utama. 

3. Anggota Komite akan dipilih secara rahasia dari suatu daftar nama 

orang-orang yang di calonkan oleh Negara-negara Pihak. Setiap 

Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang dari warga negaranya 

sendiri. 

4. Pemilihan awal komite akan diadakan tidak lebih dari enam bulan 

setelah tanggal berlakunya Konvensi ini dan selanjutnya setelah 

setiap tahun kedua. Setidaknya empat bulan sebelum tanggal 

pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan 

mengirimkan surat kepada Negara-negara Pihak agar 

menyampaikan nama-nama calon mereka dalam waktu dua bulan. 

Sekretaris Jenderal kemudian akan mempersiapkan suatu daftar 

yang memuat nama-nama semua calon yang dinominasikan 

menurut abjad, dengan menyebutkan Negara-negara Pihak yang 

mencalonkan mereka masing-masing, dan menyerahkan daftar 

tersebut kepada Negara–negara Pihak Konvensi. 
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5. Pemilihan akan diadakan pada persidangan Negara-negara Pihak 

yang diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh 

Sekretaris Jenderal. Pada sidang ini, kuorum dicapai dengan 

kehadiran dua pertiga dari Negara-negara Pihak, dan orang-orang 

yang dipilih menjadi anggota Komite harus adalah mereka yang 

memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari 

suara perwakilan Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan 

suaranya. 

6. Anggota–anggota Komite akan dipilih untuk masa empat tahun. 

Mereka dapat dipilih kembali jika dicalonkan lagi. Masa bakti lima 

anggota yang dipilih pada pemilihan yang pertama akan berakhir 

dalam waktu dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama- 

nama lima anggota ini akan di pilih melalui undian oleh pimpinan 

sidang. 

7. Jika seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan 

diri atau menyatakan bahwa karena sesuatu sebab lain ia tidak 

dapat lagi melaksanakan kewajiban Komite, Negara-negara Pihak 

yang mencalonkan anggota itu akan menunjuk seorang ahli lain 

dari warga negaranya guna bertugas selama sisa masa tugas 

tersebut, dan hal ini harus disetujui oleh Komite. 

8. Komite akan menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan mengenai 

prosedur tata kerjanya. 

9. Komite akan memilih pejabat -pejabatnya untuk masa dua tahun. 

10. Pertemuan-pertemuan Komite biasanya diadakan di Markas Besar 

Perserikatan Bangsa- Bangsa atau di tempat lain yang tepat yang 

ditetapkan oleh Komite. Dalam kondisi biasa Komite bersidang 

setiap tahun. Lamanya pertemuan Komite akan ditentukan dan 

ditinjau kembali, jika perlu, dalam suatu persidangan antar 

Negara-negara Pihak Konvensi ini dan ini harus disetujui oleh 

Majelis Umum. 
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11. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan 

menyediakan staf dan sarana yang di perlukan bagi efektivitas 

pelaksanaan fungsi-fungsi Komite berdasarkan Konvensi ini. 

12. Dengan persetujuan Majelis Umum, anggota Komite yang dibentuk 

berdasarkan Konvensi ini akan menerima honorarium dari 

anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan syarat dan 

ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis. 

 

Pasal 44 
1. Negara-negara Pihak berupaya untuk menyerahkan kepada Komite 

melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan 

mengenai langkah-langkah yang telah mereka setujui untuk 

melaksanakan hak-hak yang diakui di dalam Konvensi ini, dan 

mengenai kemajuan yang telah dibuat dalam penikmatan hak-hak 

tersebut: 

(a) dalam masa dua tahun setelah berlakunya Konvensi ini bagi 

Negara Pihak yang bersangkutan; 

(b) setelah itu setiap lima tahun. 

2. Laporan-laporan yang dibuat berdasarkan Pasal ini harus 

menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, jika ada, yang 

mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban 

berdasarkan Konvensi ini. Laporan-laporan tersebut juga harus 

memuat informasi yang cukup agar Komite memperoleh suatu 

gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan Konvensi di 

Negara yang bersangkutan. 

3. Suatu Negara Pihak yang telah menyerahkan laporan awal yang 

menyeluruh kepada Komite, tidak perlu mengulangi informasi dasar 

yang sudah diberikannya sebelumnya dalam laporan- laporan 

berikutnya yang diserahkan sesuai dengan ayat (b) Pasal ini. 

4. Komite dapat meminta informasi lebih jauh dari Negara-negara 

Pihak yang relevan dengan pelaksanaan Konvensi. 
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5. Setiap dua tahun sekali Komite akan menyerahkan laporan 

mengenai kegiatannya kepada Majelis Umum melalui Dewan 

Ekonomi dan Sosial. 

6. Negara-negara Pihak akan menyediakan laporan-laporan mereka 

secara luas bagi masyarakat di Negara mereka sendiri. 

 

Pasal 45 
Dalam rangka untuk memupuk pelaksanaan Konvensi secara efektif 

dan mendorong kerja sama internasional dalam bidang yang tercakup 

dalam Konvensi ini, maka: 

(a) Badan-badan Khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya berhak untuk diwakili dalam 

mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi 

ini yang termasuk dalam lingkup mandat mereka. Komite dapat 

mengundang badan-badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak-

Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan lain 

yang berwenang, bila dianggap layak, untuk memberi nasihat ahli 

mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang 

termasuk dalam lingkup mandat mereka masing- masing. Komite 

dapat mengundang badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak-

Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk menyampaikan laporan 

mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang 

termasuk dalam kegiatan mereka. 

(b) Komite akan mengirimkan setiap laporan dari Negara-negara Pihak 

yang memuat permintaan atau menyatakan kebutuhan akan 

nasihat atau bantuan teknis, dan juga, jika 
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ada, pengamatan-pengamatan dan saran-saran Komite mengenai 

permintaan atau mengenai pernyataan kebutuhan tersebut, kepada 

badan-badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak- Anak 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan lainnya 

yang berwenang. 

(c) Komite dapat merekomendasikan kepada Majelis Umum untuk 

meminta Sekretaris Jenderal melakukan penelitian atas topik-topik 

tertentu yang berkenaan dengan hak anak. 

(d) Komite dapat memberikan saran dan rekomendasi umum 

berdasarkan informasi yang diterimanya sesuai dengan Pasal 4 dan 

45 Konvensi ini. Saran dan rekomendasi tersebut harus 

disampaikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan, 

dan dilaporkan kepada Majelis Umum bersama dengan tanggapan-

tanggapan, jika ada, dari Negara-negara Pihak. 

 

BAGIAN III 
Pasal 46 

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara. 
 
 

Pasal 47 
Konvensi ini dapat diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus diserahkan 

kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 

disimpan. 

 
Pasal 48 

Konvensi ini terbuka untuk diaksesi oleh setiap Negara. Instrumen 

aksesi harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan 

Bangsa-Bangsa untuk disimpan. 
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Pasal 49 
1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal 

diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang keduapuluh 

kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk 

disimpan. 

2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi 

Konvensi ini sesudah penyerahan instrumen ratifikasi atau 

instrumen aksesi yang keduapuluh untuk disimpan, Konvensi ini 

mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah tanggal 

diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesi untuk disimpan. 

 
Pasal 50 

1. Setiap Negara Pihak dapat mengusulkan suatu amandemen dan 

menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan 

Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa 

kemudian harus memberitahukan kepada semua Negara Pihak 

tentang setiap usulan amandemen terhadap Kovenan ini, dengan 

permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka 

menginginkan diadakannya suatu Konperensi Negara-negara Pihak 

untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap 

usulan tersebut. Apabila sekurang- kurangnya dalam waktu empat 

bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut paling sedikit sepertiga 

dari Negara-negara Pihak menginginkan Konperensi tersebut, maka 

Sekretaris Jenderal harus menyelenggarakannya di bawah naungan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amandemen yang diterima 

oleh mayoritas Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan 

suara pada Konperensi itu, harus diajukan kepada Sidang Majelis 

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disetujui. 

2. Suatu amandemen yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 Pasal ini 

mulai berlaku apabila telah disetujui oleh Sidang Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua- pertiga 
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mayoritas Negara-negara Pihak pada Konvensi ini. 

3. Apabila suatu amandemen mulai berlaku, amandemen ini harus 

mengikat Negara-negara Pihak yang menerimanya, sedangkan 

Negara-negara Pihak lainnya masih terikat pada ketentuan 

Konvensi ini beserta amandemen terdahulu yang telah mereka 

terima. 

Pasal 52 
1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima 

dan menyebarluaskan kepada semua negara, teks keberatan yang 

dibuat oleh Negara-negara pada saat ratifikasi atau aksesi. 

2. Suatu keberatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud 

Konvensi ini tidak diperkenankan. 

3. Keberatan dapat ditarik kembali setiap saat melalui pemberitahuan 

untuk melakukannya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan 

memberitahukannya kepada semua negara. Pemberitahuan 

pembatalan keberatan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 

diterimanya oleh Sekretaris Jenderal. 

 
Pasal 52 

Suatu Negara Pihak dapat melepaskan diri dari Konvensi ini melalui 

pemberitahuan tertulis pada Sekretaris Jenderal Perserikatan 

Bangsa-Bangsa. Pelepasan diri ini mulai berlaku efektif satu tahun 

sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris 

Jenderal. 

 
Pasal 53 

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditentukan 
sebagai penyimpan Konvensi ini. 
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  Pasal 54 
Teks asli Konvensi ini, yang dibuat dalam bahasa Arab, Cina, 

Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol dengan kekuatan yang sama, 

akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- 

Bangsa untuk disimpan. Dengan ini, saksi-saksi yang memiliki 

kewenangan penuh yang tersebut di bawah ini, dan telah diberi 

kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, telah 

menandatangani Konvensi ini. 
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